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ABSTRAK 

 

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat 

telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap 

kehidupan manusia sekarang ini. Perkembangan teknologi tidak selamanya 

membawa dampak baik. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin 

canggih sering di salah gunakan oleh pihak-pihak tertentu . 

Semakin berkembangnya teknologi yang ada maka banyak orang yang 

menyalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya 

menggunakan teknologi agar dalam melakukan kejahatannya lebih mudah. 

Prostitusi secara online adalah kegiatan yang dilakukan dengan berhubungan 

seksual atau melakukan suatu tindak asusila untuk mendapatkan suatu upah atau 

bayaran yang transaksinya dilaksanakan melalui via internet. 

Menurut hasil wawancara proses penegakan hukum sama dengan yang 

telah diatur dalam KUHAP, yaitu penyidikan, bahwa penyidik melakukan sesuai 

dengan proses yang ada di KUHAP dan dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu menerima laporan atau 

pangaduan maupun dengan penanganan langsung oleh pihak Polisi. Di Kejaksaan, 

apabila pelaku masih anak-anak atau dibawah 18 tahun maka proses penegakan 

hukum yang dipakai adalah sistem peradilan anak. Ditingkat akhir atau muara dari 

proses penegakan hukum dalam kasus prostitusi online adalah dengan putusan 

pengadilan. Dalam hal ini hakim berperan sebagai pengadil dalam penjatuhan 

putusan kepada terdakwa. 

Diketahui bahwa pengaturan hukum di Indonesia terhadap penyedia jasa 

prostitusi online diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana.Undang-UndangNomor 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dapat diterapkan 

pada pelaku kejahatan prostitusi online, dalam pasal tersebut terdapat unsure 

melanggar kesusilaan, dimana prostitusi online termasuk didalamnya. Untuk 

menekan berkembangnya kasus prostitusi online ini, Pemerintah harus lebih 

menekan pengontrolan dan pengawasan dalam kasus prostitusi online. 

 

Kata kunci: prostitusi online, prostitusi, penegakan hukum, penyedia jasa 

 


